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ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barru yang sehat dan bersih, diperlukan 

adanya upaya pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif, terencana, 

dan terpadu dari hulu ke hilir. Seiring dengan pertambahan penduduk serta 

perubahan pola konsumsi masyarakat, volume, jenis, dan karakteristik sampah 

terus meningkat dan semakin beragam. Namun demikian, pengelolaan sampah 

yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menerapkan metode dan teknik 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh 

karena itu, dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum serta 

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, pengelola 

kawasan, produsen, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha agar 

penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, 

dan efisien. Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah di Kabupaten Barru perlu 

diatur secara khusus. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. 

 

 Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 

25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 

2009; UU No. 137 Tahun 2024; PP No. 81 Tahun 2012; PerPres No. 97 Tahun 2017; 

PP No. 27 Tahun 2020;  

 

 Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Tugas 

dan wewenang; Hak dan kewajiban; Kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah; 

Pengelolaan Sampah; Lembaga pengelola Sampah; Perizinan; Pembiayaan, 

kompensasi, insentif dan disinsentif, serta pengaduan; Peran serta masyarakat, 

keluarga, dan lembaga pendidikan; Kerja sama dan kemitraan; Pembinaan dan 

pengawasan; Larangan; Sanksi administrative. 

 

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024 

 

 

 


